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NOTA DINAS
NOMOR ND-1036/PB.7/2020

 
 
Yth : 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

2. Para Kepala KPPN
Dari : Direktur Sistem Perbendaharaan
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan E-Learning Pelatihan Bendahara Dengan Metode

Synchronous
Tanggal : 17 Juli 2020
   

Sehubungan dengan implementasi Perpres 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara
Satuan Kerja Pengelola APBN dan Nota Dinas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran
dan Perbendaharaan Nomor ND-583/PP.3/2020 Tanggal 8 Juli 2020 hal Tanggapan atas
Permohonan Pelaksanaan Program Lanjutan Pelatihan Bendahara, disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-504/PB/2020 tanggal
3 Juli 2020 hal Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN pada Masa Keadaan
Darurat Covid-19, KPPN telah mengidentifikasi Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN yang
belum memiliki Sertifikat BNT dan menyampaikan hasil identifikasi dimaksud kepada Direktorat
Sistem Perbendaharaan untuk dapat diikutkan dalam Program Pelatihan Bendahara yang
terintegrasi dengan Ujian Sertifikasi Bendahara.

2. Direktorat Sistem Perbendaharaan bekerja sama dengan Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan akan menyelenggarakan Program Pelatihan Bendahara melalui E-Learning
bagi Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan
pada Kemenkeu Learning Center Generasi 2 (KLC-2) dengan metode synchronous melalui
media video conference zoom meeting yang memungkinkan peserta dapat melakukan diskusi
secara interaktif dengan pengajar, yang dijadwalkan pada:
 

3. Adapun rundown kegiatan dan mata pelajaran untuk E-Learning Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan metode synchronous sebagaimana
dalam Lampiran I dan E-Learning Bendahara Penerimaan dengan metode synchronous
sebagaimana dalam Lampiran II.

4. Berkenaan dengan penyelenggaraan E-Learning Pelatihan Bendahara dengan metode
synchronous dimaksud, diminta KPPN agar dapat menginformasikan kepada peserta E-
Learning Pelatihan Bendahara sesuai dengan daftar pada tautan bit.ly/pelatihanbendahara20
untuk dapat melakukan pendaftaran pada KLC-2 dengan mekanisme sebagaimana dalam
Lampiran III dan mendorong peserta agar mengikuti E-Learning Pelatihan Bendahara serta
Ujian Komprehensif dan Ujian Sertifikasi Bendahara dengan penuh integritas.
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5. Bagi Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN yang belum bersertifikat dan namanya belum
terdaftar dalam E-Learning Pelatihan Bendahara periode ini, akan diikutkan dalam Program
Pelatihan Bendahara periode berikutnya.

6. Kanwil DJPb dimohon bantuannya untuk dapat melakukan koordinasi dan pemantauan atas
pelaksanaan maksud dari Nota Dinas ini pada seluruh KPPN di wilayah kerjanya masing-
masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 
 
 
 
 
 
 
 Ditandatangani secara elektronik

Agung Yulianta
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